Menimbang

SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/257/Kept./403.013/2023
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN GAJI BERKALA BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban membayar gaji

secara adil dan layak kepada Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai
dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko
pekerjaan;

bahwa kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja dapat diberikan kenaikan gaji berkala yang
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

bahwa sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 6 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Kenaikan Gaji Berkala Dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pemberian
kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Pejabat
yang Berwenang atau  Pejabat yang  diberikan
pendelegasian oleh Pejabat yang Berwenang;

bahwa sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 4 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada

Instansi Daerah, Pengelolaan Belanja Pegawai bagi



Mengingat

1.

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menjadi
tanggung jawab Pengguna Anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dipandang
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pendelegasian Wewenang Untuk Menetapkan Keputusan
Pemberian Gaji Berkala Bagi Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Magetan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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Menetapkan :

KESATU

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji
dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 218);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021
tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2023 Tentang Kenaikan Gaji Berkala Dan Kenaikan Gaji
Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 549);

MEMUTUSKAN:

Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk menetapkan Keputusan Pemberian
Gaji Berkala bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.



KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO
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